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BUPATI SAMBAS
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 64 TAHUN 2022

TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI, SERTA TATA

KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN SAMBAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SAMBAS,

Menimbang a bahwa penyelenggaraan perizinan berusaha di
Kabupaten Sambas dilaksanakan oleh Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Sambas;
bahwa Kedudukan, Susunan Organisasi, T\rgas, dan
Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas
telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 90
Tahun2O2l;
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 ayat (1)

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2OL6

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah mengamanatkan bahwa
dalam hal kemampuan Daerah atau ketersediaan
aparatur yang dimiliki oleh Daerah masih terbatas,
tipe Perangkat Daerah dapat diturunkan dari hasil
pemetaan;
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (1)

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah mengamanatkan bahwa
Perangkat Daerah yang pelaksanaan tugas dan
fungsinya telah dapat dilaksanakan oleh kelompok
jabatan fungsional, menghapus unit organisasi yang
tugas dan fungsinya telah digantikan secara penuh
oleh kelompok jabatan fungsional;
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2O2l

b

c

d

e



Mengingat

tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi dalam
Jabatan Fungsionai mengarnanatkan bahwa
penyetaraan jabatan dilakukan pada instansi Daerah;

f. bahwa dalam rangka mewujudkan birokrasi yang
dinamis dan profesional sebagai upaya peningkatan
efektivitas dan efisiensi guna mendukung kinerja
pemerintah daerah, perlu dilakukan penyederhanaan
birokrasi melalui penyetaraan jabatan administrasi ke
dalam jabatan fungsional maka Peraturan Bupati
sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu diganti;

g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d,
huruf e, dan huruf f perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Ked.udukan, Susunan Organisasi,
Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Sambas;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah
Tingkat II di Kaiimantan (Iembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-
Undang (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun
1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat ii Tanah Laut, Daerah
Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabaiong
dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tah'un
1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat
Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat II di Kalimantan {Iembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 51 , Tambahan
l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 27561;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Fubiik (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO9 Nomor ll2, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Ol4 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Al4 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 549a\

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2A14 tentang
Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)



sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2A22 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2A22 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 67571;

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2Ol4 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 292,
Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia
Nornor 5601) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2A2O tentang Cipta
Kerja (tembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2A2O Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 65731;

7 " Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi
Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 20rc Nomor lI4 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5B8B)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2Ol9 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2Ot6
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 6ao2l;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2Ol7 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2O2O tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2077
tentang lVlanajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 68,
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6a771;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun
2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1906);



11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan
Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2O2l tentang
Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan
Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 525);

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan tentang
Penyederhanaan Struktur Organisasi Aparatur dan
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2O2lpada
Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
546);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Talrun 2O2l
tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2O21 Nomor 885);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun
2015 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (t embaran
Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2015 Nomor 3,
Tambahan l,embaran Daerah Kabupaten Sambas
Nomor 1 1);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (kmbaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun
2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Sambas Nomor 28);

MEMUTUSI(AN:

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS, DAN F'UNGSI, SERTA TATA KERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KAI}UPATEN SAMBAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sambas.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh

pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimal<sud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Sambas.



4. Bupati adalah Bupati Sambas.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang

selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas.

7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas.

8. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana kegiatan teknis
operasional dan atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas.

9. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN

adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian
kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi
tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara
lainnya dan digqii berdasarkan peraturai perundang-undangan.

10. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan
tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi
pemerintahan dan pembangunan.

11. Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan
Administrasi pada pemerintah Kabupaten Sambas.

12. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan
tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada

keahlian dan keterampilan tertentu.
13. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan

Fungsional pada pemerintah Kabupaten Sambas.
14. Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional yang

selanjutnya disebut Penyetaraan Jabatan adalah Pengangkatan Pejabat

Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/
Inpassing pada jabatan fungsional yang setara.

15. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya
disingkat SAKIP, adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas,
alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapatr dan
pengukuran, pengumpulan data, pengklasi{ikasian, pengikhtisaran, dan
pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka
pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah

daerah.

BAB II
KEDUDUKAN

Pasal 2

Dinas merupakan perangkat daerah yang dipimpin oieh Kepala Dinas,

berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah.



BAB III
TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASi

Bagian Pertama
Tugas dan Fungsi

Pasal 3
Dinas rnempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di
bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu sesuai peraturan
perundang-undangan.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas
menyelen gglar akarr fungsi:
a. perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu

satu pintu;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan

terpadu satu pintu;
c. penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang penanarnan modal dan

pelayanan terpadu satu pintu sesuai peraturan perundang-undangan;
d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan

pelayanan terpadu satu pintu;
e. pelaksanaan administrasi dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu

satu pintu; dan
f. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Baeian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 5
(1) Susunan Organisasi Dinas terdiri dari:

a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat;
c. Unit Pelaksana Teknis; dan
d. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat {1) huruf b terdiri dari 1

(satu) subbagian dan kelompok Jabatan Fungsional.
(3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

d terdiri dari koordinator kelompok Jabatan Fungsional dan kelompok
Jabatan Fungsional.

(4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat {3) terdiri
dari kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal dan Kelompok

Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
(5) Bagan struktur organisasi Dinas sebagaimana tercantum pada Lampiran

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Bagian Ketiga
Kepala Dinas

Pasal 6
Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (U huruf a,
mempunyai tugas memimpin, merumuskan, mengkoordinasikan, membina,
mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan pelaporan kegiatan dinas
di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu sesuai
peraturan perundang-undangan, serta melaksanakan monitoring dan evaluasi
penyelenggaraan reformasi birokrasi, SAKIP, dan pelayanan publik di
Iingkungan Dinas.

Pasal 7
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala
Dinas mempunyai fungsi:
a. perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu

satu pintu;
b. pelaksanaan pengkoordinasian kegiatan di bidang penanaman modal dan

pelayanan terpadu satu pintu;
c. pembinaan dan mengarahkan kegiatan di bidang penanarnan mod.ai dan

pelayanan terpadu satu pintu;
d. penyelenggaraan kegiatan di bidang penanaman modal dan pelayanan

terpadu satu pintu sesuai peraturan perundang-undangan;
e. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Dinas;
f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan kegiatan di

bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan
g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Sekretariat

Pasal B
Sekretariat sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 5 ayat {1} huruf b, dipimpin
oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala
Dinas.

Pasal 9
Sekretariat mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan di
bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, administrasi kepegawaian,
umum, pengelolaan keuangan dan aset, pelaporan terhadap pelaksanaan
reformasi birokrasi, SAKIP dan pelayanan publik, serta bertanggungjawab
memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di
lingkungan Dinas.



Pasal 10
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretariat
mempunyai fungsi:
a. penyusunarl rencana ke{a di lingkungan selrretariat;
b. pengendalian pelaksanaan kegiatan dan program di lingkungan Dinas;
c. penyiapan bahan dan perumusan kebdakan di bidang rencana kerja,

monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur serta pengelolaan keuangan
dan Aset;

d. pengkoordinasian dan fasilitasi terhadap penyusunan rencana kerja di
lingkungan Dinas;

e. pemberian dukungan pelayanan administrasi dan aparatur serla keuangan
dan Aset dilingkungan Dinas;

f. penyelarasan dan kompilasi penyusunan rencana kery'a di Iingkungan
Dinas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

g. penyelenggaraan urusan dan pelayanan di bidang rencana kerja,
monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, pengelolaan keuangan dan
Aset di lingkungan Dinas sesuai peraturan perundang - undangan;

h. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan
sekretariat Dinas;

i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan
tugas dan fungsi di lingkungan Dinas; dan

j. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 11

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, membawahi:
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
b. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin
oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungiawab
kepada Sekretaris.

Pasal 12

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11

ayat (1) huruf a, mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan
kebijakan serta pembinaan di bidang umum dan Kepegawaian serta
mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Sub
Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
a. penyusunan program kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan di bidang

umum dan Kepegawaian dilingkungan dinas;
c. pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di

'lin gkun gan sekretariat ;


